
 

62 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data mengenai sinergi pemerintah desa dan 

masyarakat dalam menangguli pungutan liar (pungli). Di desa sori sekolo 

kecematan dompu kabupaten dompu, maka dapat diambil kesimpulan:  

1. Sinerji pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulagi pungutan 

liar dapat dikatakan bahwa pemerintah dan masyarakat tidak lagi meminta 

dan memberikan bayaran setiap melakukan dan memberikan pelayanan 

2. Undang-undang tentang pungli didompu nomor 09 tahun 1998 

5.2 Saran 

1.  bagi pemerintah desa sori sekolo untuk terus mengabil langkah maju dalam 

kenerja hal itu perlu dikatakan agar program kerja pemerintah desa sori 

sekolo terlaksana dengan baik. 

2. bagi masyarakat sori sekolo agar selalu memberikan dukungan terhadap 

kerja pemerintah desa sori sekolo hal ini dilakukan agar segala kebutuhan 

dan keinginan masyarakat dapat dilaksanakan pemerintah desa sori sekolo.  
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